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ABSTRAK 

 

Peran Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah mempunyai 

posisi yang sangat strategis, tujuannya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan 

perundang-undangan secara konsisten. Panwaslu dalam menjalankan peran pengawasan 

dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, dimaksud untuk melindungi hak-hak 

politik warga negara juga tercantum di dalamnya bahwa Panwas ikut serta mengawasi 

pemutahiran daftar pemilih untuk menjujung tinggi keadilan yang menurut Pancasila 

keadilan itu meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Serta asas 

demokratis yang meliputi, asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas 

pertanggungjawaban, asas publik. Dengan demikian  pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. 

Serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik 

warga. 

Untuk menjawab permasalahan di atas, penyusun menggunakan pendekatan 

dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung di Kantor Panwalu Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada data 

primer sebagai data utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan 

observasi. Teknik wawacara dilakukan langsung dengan Ketua Panwaslu Kabupaten 

Kulon Progo dan observasi bagaimana Peran Panwaslu dalam melindungi hak-hak 

politik warga negara dalam Pemilukada 2011. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) dalam melindungi hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon 

Progo belum maksimal, tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya menerima 

laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT. Serta dalam menindaklanjuti semua 

laporan dari kalangan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap 

pelaksanaan pemilihan umum tidak ditindaklanjuti dengan cepat atau belum maksimal. 

Dikarenakan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dibentuk sangat terlambat, yakni 

setelah proses penentuan DPS dan DPT dilaksanakan, sehingga Panwaslu Kabupaten 

Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses DPS menjadi DPT. 

Serta hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam 

menjalankan perannya, yaitu faktor sumber daya manusia yang sedikit, faktor 

rekrutmen/pembentukan Panwaslu yang terlambat dan faktor anggaran yang sangat 

minim. Sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya motivasi dari 

Panwaslu untuk melindungi hak-hak politik warga harus dikedepankan dengan 

menerimanya laporan terhadap DPT. Serta adanya faktor pribadi yang muncul dalam 

setiap anggota Panwaslu dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk 

menciptakan Pemilu yang demokratis. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik 

dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat utnuk aktif melaporkan 

apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta Panwaslu 

sendiri memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih.  
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MOTTO 

 

Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 

jalan menuju surga. 

(H.R Muslim dalam shahih-nya) 

 

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang. 

 (William Feather) 

 

Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukan hati sendiri 

(La Fontaine) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi maka Indonesia dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk pemerintah yang 

demokratis dan benar-benar memperoleh dukungan besar dari rakyat, dalam 

rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia 1945. Setiap orang berhak berperan 

serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun dengan 

perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
1
 

Jaminan akan hak politik juga diberikan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 

bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

pemerintahan negara.
2
 Oleh karena itu, merupakan sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat.
3
 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilihan 

                                                      
1
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 Ayat (1).  

2
 Paragraf (a), “Bagian Menimbang”, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 
3
 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. 
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umum negara harus dapat melindungi hak politik rakyat yang merupakan Hak 

Asasi Manusia melalui pemilihan umum yang berkualitas, melalui Pemilu yang 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Supaya berjalan dengan baik sesuai 

dengan undang-undang dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU telah 

membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU 

Nomor 88 Tahun 2003. Di tingkat Propinsi Pengawas Pemilihan Umum 

dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum, di Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan ditingkat Kecamatan dibentuk dan 

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 

Pengawas pemilihan umum yang dibentuk memiliki tugas dan wewenang 

meliputi, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima 

laporan pelanggaran peraturan perundangan Pemilu, menyelesaikan sengketa 

yang ada, dan meneruskan temuan serta laporan yang tidak dapat diselesaikan 

kepada instansi yang berwenang.
4
 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam pemilihan umum, 

membawa kerugian terhadap kehidupan demokrasi. Dimana pemilihan umum 

yang bebas dan adil adalah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan perlindungan 

                                                      
4
 Pasal 3 Ayat (2) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum. 
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hak asasi manusia merupakan ciri negara yang demokratis. Pemilihan umum 

dapat dijadikan alat untuk warga negara turut berpartisipasi dalam 

pembangunan dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis. Seperti 

yang dijelaskan oleh Tataq Chidmad yang mengutip pendapat Moh. Mahfud, 

MD. Beliau mengatakan bahwa realisasi politik Indonesia terletak pada adanya 

sistem Pemilu melainkan tekanan paling besar terletak pada adanya proses 

Pemilu.
5
 

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu, negara harus dapat melindungi 

hak politik rakyat. Yang dimaksud hak politik rakyat di sini adalah hak 

berperan serta dalam pemerintahan negaranya. Untuk itu agar lembaga 

pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 

untuk itu Panwaslu harus badan yang independen.
6
 

Meskipun sudah ada Panitia Pengawas Pemilu dan sudah jelas tugas dan 

wewenangnya, masih saja ada pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran 

terhadap hak-hak politik rakyat dalam Pemilu. Sebagai contoh sudah berumur 

17 tahun tetapi belum terdaftar dalam pemilih tetap, terdaftarnya pemilih dalam 

dua daerah atau 2 TPS, sudah meninggal tetap tercatat sebagai DPT, adanya 

politik uang dimana pemilih diberi uang untuk memilih partai tersebut dan itu 

sudah termasuk dalam merebut kebebasan pemilih.
7
 Yang mana dalam hal ini 

Panitia Pengawas Pemilu turut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu. 

                                                      
5
 Tataq Chidmad, Kritik terhadap Pemilihan Langsung, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 

2004), hlm. 25. 
6
 Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum. 
7
Hasil wawancara dengan anggota Partai Golkar Bapak Djuwardi pada tanggal O3 

Desember 2013. 
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Pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum dapat dibagi dalam dua 

jenis, yaitu pelanggaran hukum pidana umum (pelanggaran KUHP) dan 

pelanggaran hukum politik (melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Pemilu). Bentuk pelanggaran pidana umum yang sering 

terjadi antara lain berupa ancaman dan intimidasi kepada lawan politik 

atau kepada masyarakat, fitnah, pencemaran nama baik, pengrusakan dan 

pembakaran atribut atau kantor partai politik, penyerangan anggota partai 

politik yang kampanye. Sedang pelanggaran undang-undang politik 

antara lain memberi janji palsu, money politics, dan manipulasi jumlah 

suara.
8
 

 

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten 

Kulonprogo mengalami keterlambatan, sehingga Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses 

pendaftaran pemilih dari mulai penentuan DPS dan DPT yang mengalami 

penurunan jumlah pemilih. Adapun salah satu tugas dan wewenang Panitia 

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi pemutakhiran data 

pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih 

sementara dan daftar pemilih tetap. Dengan keterlambatan pembentukan 

Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Kulon Progo, menyebabkan Panitia 

Pengawas Pemilu tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara 

maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengambil 

judul penelitian Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah 

terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

                                                      
8
 KPU, Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999, (Jakarrta: Komsi 

Pemilihan Umum, 2000). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik 

warga tahun 2011? 

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak 

politik warga tahun 2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi hak-hak politik 

warga tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam 

melindungi hak-hak politik warga tahun 2011. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis ataupun 

secara praktis untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu yang didapat dari penelitian ini adalah: 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari 

dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Tata 

Negara. 

b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan pada khususnya kajian tentang Peran Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga 

Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2011 serta dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah. 

2. Kegunaan Terapan 

a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, serta 

untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam 

teori dan praktek. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti khususnya tentang Peran Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara 

dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

 

E. Telaah Pustaka 

Survei awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu 

penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat 

dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak 
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memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya 

tersebut adalah: 

Allan Andryanto, dalam “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran ke-2 Tahun 2004 di Kota 

Cirebon”. Skripsi ini penyusun memaparkan tentang peranan Panwaslu dalam 

pelaksanaan Pemilu di Kota Cirebon Putaran ke-2, serta tindak lanjut dari 

Panwaslu terhadap bentuk-bentuk pelanggaran dari Pemilu di Kota Cirebon 

Putaran ke-2.
9
 Sedangkan dalam penelitian yang ditulis ini lebih kepada peran 

Panwaslu terhadap perlindungn hak-hak politik warga negara dalam Pemilu 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Dimana dalam Pemilu 

daerah masih saja ada pelanggaran hak-hak politik rakyat meskipun sudah 

adanya Panwaslu dalam Pemilu Kepala Daerah yang perlu dilindungi. 

Wibowo Budi Utomo, dalam “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Panwaslu dalam Pemilihan Presiden Tahap Pertama di Kabupaten Cilacap”. 

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang 

Panwaslu dalam pemilihan Presiden tahap pertama di Kabupeten Cilacap dan 

bagaimana tindakan Panwaslu terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan 

pemilihan Presiden tahap pertama di Kabupeten Cilacap. Hasil dari 

penelitiannya, Panwaslu dianggap demokratis dan mampu menjalankan tugas 

dan wewenangnya seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, 

serta hanya sedikit pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu di Kabupaten 

                                                      
9
 Allan Andryanto,”Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan 

Pemilu Presiden Putaran ke-2 Tahun 2004 di Kota Cirebon”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Indonesia. 
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Cilacap.
10

 Jelas berbeda dengan apa yang saya teliti, penelitian ini lebih kepada 

peran Panwaslu dan faktor pendukung serta penghambat terkait dengan 

perlindungan hak politik warga dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2011. 

Arif Tri Rahman, dalam “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dalam Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011”. Skripsi ini menjelaskan tentang jenis-

jenis pelanggaran pada pemilihan umum Kepala Daerah Yogyakarta dan upaya 

yang dilakukan oleh panitia pengawas Pemilu untuk menegakan hukum pada 

pemilihan umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011.
11

 Hal ini 

berbeda dengan apa yang saya teliti, yaitu tentang perannya serta faktor 

penghambat dan faktor pendukung Panwaslu di Kabupaten Kulon Progo terkait 

dengan perlindungan hak politik warga dalam Pemilu Kepala Daerah tahun 

2011. 

 

F. Kerangka Teoretik 

1. Teori Negara Hukum 

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan 

terjemahan langsung dari rechstaat. Negara Indonesia adalah negara hukum 

                                                      
10

 Wibowo Budi Utomo,”Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu dalam Pemilihan 

Presiden Tahap Pertama di Kabupaten Cilacap”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Indonesia, 2005. 
11

 Arif Tri Rahman,”Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam 

Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011”, Skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2013. 
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(rechtstaat) dan bukan sebuah negara yang menganut sistem kekuasaan 

belaka dan tidak  terbatas (machtstaat).
12

 

Di antara pakar negara hukum menurut pemikiran di Eropa adalah 

Friedrich Julius Stahl. yang pandangannya merupakan perbaikan dari 

pandangan Immanuel Kant, dikenal sebagai negara hukum formal yang 

unsur-unsurnya adalah:
13

 

a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi; 

b. Pemisahan kekuasaan negara; 

c. Pemerintah berdasar undang-undang (wetmatigheid van het bestuur); dan 

d. Peradilan Administrasi. 

 

Suatu Negara Rule of Law atau Negara Hukum yang baik haruslah 

menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara 

Hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang 

paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Menurut Munir Fuady 

misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:
14

 

a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental 

dari rakyat. 

b. Tentang prinsip supremasi hukum. 

c. Tentang pemisahan kekuasaan. 

d. Tentang prinsip checks and balances. 

e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-

wenang. 

f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. 

g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat 

dalam menjalankan kekuasaan Negara. 

 

                                                      
12

 Azhari, Negara Hukum Indonesia Anasis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 152. 
13

 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ind Hill-Co., 1989), hlm. 

30. 
14

  Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), hlm. 4. 
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Menurut Bagir Manan, sistem hukum di dunia dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu, Negara Hukum Menurut Eropa Kontinental 

dan Anglo Saxon.
15

 

a. Negara Hukum Eropa Kontinental 

Dalam bukunya Andi Mustari, Negara hukum menurut Eropa 

Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant. Dan berlaku konsep biarlah 

setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmuran 

Negara jangan ikut campur.
16

 

Pada sistem ini lebih dikenal dengan rechstaat. Konsep rechstaat 

yaitu konsep yang ditujukan pada perbaikan dan pembatasan fungsi 

administratif sehingga tidak melanggar hak-hak fundamental dari 

rakyat.
17

 Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum 

harus memiliki dua unsur pokok: 

1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

2) Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara 

b. Negara Hukum Anglo Saxon 

Konsep negara dalam Anglo Saxon dikembangkan oleh A. V. 

Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Konsep Rule of Law ini juga 

tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga 

hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-

hak dasar manusia. Dalam bukunya Dahlan Thaib, Dickey 

                                                      
15

 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: 

Ind-Hill.co, 1992), hlm. 5. 
16

 Andi Mustari, Pengantar Hukum Tata Negara, Cetakan Kedua, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1999), hlm. 45. 
17

 Munir Fuady, Teori Negara..., hlm. 4. 
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mengemukakan tiga unsur utama kekuasaan yang di bawah hukum, 

yaitu:
18

 

1) Supermacy of the law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan 

tertinggi dalam negara hukum adalah hukum (kedaulaan hukum). 

2) Equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum 

bagi semua warga negara, baik selaku pribadi, maupun kualifikasinya 

sebagai pejabat negara. 

3) The constitution based on individual right, artinya konstitusi itu tidak 

merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak 

manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan 

bahwa hak asasi itu harus dilindungi. 

 

Dengan demikian maka tujuan dari rule of law pada hakekatnya 

ialah melindungi rakyat terhadap pemerintah yang sewenang-wenangnya 

dan memungkinkan rakyat untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya 

sebagai manusia.  

Pada negara hukum Anglo Saxon tidak menerapkan adanya 

peradilan administrasi, yang dikarenakan adanya kepercayaan 

masyarakat yang begitu besar pada peradilan umum. Ciri yang menonjol 

pada konsep ini ialah ditegakkan hukum yang adil dan tegak. 

 

2. Teori Demokrasi 

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana pemilihan umum 

dilakukan secara demokratis, dipilih oleh rakyat langsung. Dan diharapkan 

calon pemimpin merupakan pilihan rakyat. Dalam pemilihan umum ini 

diharapkan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilihan 

umum terutama dalam hal hak-hak politik warga negara. 

                                                      
18

 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), hlm. 24. 
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Menurut Miriam,
19

 “demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa 

Yunani, yang terdiri atas Demos yang artinya rakyat dan kratos/kratein 

berarti kekuasaan atau berkuasa. Istilah demokrasi, yang menurut asal kata 

berarti “rakyat berkuasa” atau “goverment or rule by the people”.” 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya CST Kansil, demokrasi adalah 

pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa:
20

 

a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil 

rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan 

kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanaakan kekuasaan 

negara. 

b. Caranya melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa 

mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap tindakan dalam 

melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak 

dan kepentingan rakyat dan berusaha memenuhi keinginan rakyat. 

c. Banyaknya kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan 

tidaklah dapat ditentukan dengan angka-angka, tetapi sebanyak mungkin 

untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat, asal saja tidak 

menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi. 

Menurut Soehino, demokrasi dibedakan menjadi tiga tipe dan ukuran 

yang digunakan untuk membedakan adalah hubungan antara organ-

organ Negara saling berhubungan. Seperti hubungan antara lembaga 

legislatif, yaitu badan yang berwenang memegang kekuasaan 

                                                      
19

 Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 50. 
20

 CST. Kansil, Hukum Tata Pemerintah Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 

51-52. 
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pemerintah, atau badan yang melaksanakan peraturan-peraturan 

Negara, atau disebut juga Pemerintah.
21

 

 

Adapun tiga tipe demokrasi tersebut adalah:
22

 

a. Demokrasi dengan sistem parlementer; 

b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan; dan 

c. Demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat (referendum 

dan inisiatif rakyat). 

 

Demokrasi dengan sistem parlementer ini terdapat hubungan yang erat 

antara perwakilan Rakyat dengan badan eksekutif. Para menteri selaku 

pimpinan eksekutif bertanggung jawab mengenai kebijakannya kepada 

Badan Perwakilan Rakyat. Di dalam sistem ini, Kepala Negara bukan 

sebagai pimpinan dalam arti yang sebenarnya daripada Pemerintah, atau 

Kabinet. Jadi yang memikul segala tanggung jawab adalah Kabinet, 

termasuk disini pertanggung jawaban atas kebijakan atau tindakan Kepala 

Negara, artinya segala akibat dari perbuatan atau tindakan itu dipikul oleh 

Kabinet.
23

 Oleh karena itu, yang menentukan sifat kebijaksanaan 

Pemerintah adalah harus Kabinet itu sendiri. 

Sedangkan dalam sistem pemisahan kekuasaan terutama di Amerika 

Serikat, badan eksekutif secara prinsipil dipisahkan dari badan legislatif. 

Jadi badan eksekutif tidak berhubungan langsung dengan badan legislatif 

atau Badan Perwakilan Rakyat.
24

 Badan eksekutif dibentuk atas dasar 

pemilihan umum, karena kekuasaan badan ini diperoleh dengan pemilihan 

umum tersebut. 

                                                      
21

 Soehino, Ilmu Negara, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 248. 
22

 Ibid. 
23

Ibid, hlm. 250. 
24

 Azhari, Negara Hukum..., hlm. 62. 
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Badan eksekutif dikepalai oleh seorang Presiden sebagai Kepala 

Pemerintah dan didampingi atau dibantu oleh Wakil Presiden. Sedangkan 

dalam demokrasi pengawasan langsung oleh masyarakat, dalam bentuk ini 

badan legislatif tunduk pada badan pengawasan kontrol oleh rakyat. 

Pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk referendum yang terdiri dari:
25

 

a. Referendum obligatirie, pengawasan atau kontrol dari rakyat yang 

diwajibkan dalam hal mengubah peraturan-peraturan konstitusional. 

Peraturan ini baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan suara 

terbanyak dari rakyat yang berhak memberikan suara. 

b. Referendum fakultatif, dalam hal ini mengenai undang-undang biasa 

yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan setelah jangka waktu 

tertentu sesudah undang-undang itu diumumkan. Jika ternyata rakyat 

tidak menyetujui undang-undang itu, maka pemerintah harus menarik 

atau mencabutnya kembali. 

c. Referendum Optatif, yaitu meminta pendapat langsung kepada rakyat 

tentang setuju atau tidaknya terhadap Rancangan Undang-Undang. 

 

Ketiga bentuk demokrasi tersebut merupakan demokrasi modern, 

dimana semua kekuasaan berada di tangan rakyat. Di negara-negara yang 

menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, gagasan mengenai 

keikutsertaan masyarakat dalam proses politik atau disebut partisipasi 

politik, rakyat mempunyai dasar ideologi bahwa rakyat berhak turut 

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan 

menjadi pemimpin. Menurut Miriam Budiardjo, mengartikan sistem politik 

adalah gejala-gejala politik yang merupakan suatu kumpulan proses 

tersendiri di dalam masyarakat yang berbeda dengan proses-proses lainnya. 

                                                      
25

 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi 

Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 97. 
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Pengertian konstitusi dapat disederhanakan sebagai kerangka negara 

yang diorganisir dengan melalui hukum, dimana hukum menetapkan: 
26

 

a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 

b. Fungsi dan alat-alat perlengkapan. 

c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 

Sebagai negara demokrasi yang konstitusional hak-hak masyarakat 

pun secara individual harus di jaga oleh negara, salah satunya adalah hak 

asasi untuk memilih wakilnya dalam Pemilu. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap orang, demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Hak asasi manusia diartikan hak dasar yang melekat pada manusia 

sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yan8g Maha Esa.
27

 Sebagai warga negara 

yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa 

membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain 

sebagainya. 

Pelaksanaan HAM di Indonesia telah diatur dalam perundang-

undangan yaitu tercantum pada Pasal 28A – 28J UUD 1945 BAB XA. 

Selain itu, di tingkat internasional diakui dalam Universal Declaration of 

Human Right. 

                                                      
26

 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 13. 
27

 I. Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, (Malang: Setara press, 2012), hlm. 189. 
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Jenis dan macam hak asasi manusia:
28

 

a. Hak Asasi Pribadi/personal right 
1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah 

tempat 
2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat 
3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan 
4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan 

kepercayaan yang diyakini masing-masing 
b. Hak Asasi Politik/Political Right 

1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan 
2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan 
3) Hak membuat dan mendirikan Parpol/partai politik dan organisasi 

politik lainnya 
4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi 

c. Hak Asasi Hukum/legal equality right 
1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan 
2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS 
3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum 

d. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths 
1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli 
2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak 
3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang 
4) Hak kebebasan untuk memiliki susuatu 
5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak 

e. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights 
1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan 
2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, 

penahanan dan penyelidikan di mata hukum. 
f. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights 

1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan 
2) Hak mendapatkan pengajaran 
3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan 

minat. 
 

3. Teori Pengawasan 

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti 

“penjagaan”. Istilah ini dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu 

administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
29

  

                                                      
 

28
http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-

manusia-terhadap.html. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 29 Mei 2013. 
29

 Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1995), hlm. 68. 

http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia-terhadap.html.%20Akses%20pada%20Pukul%2020.00
http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia-terhadap.html.%20Akses%20pada%20Pukul%2020.00
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Menurut P. Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumya”.
30

 

Menurut Sujamto, pengawasan adalah: 

Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 

yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah 

sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang 

pengendalian sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan 

mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan 

dengan semestinya.
31

 

 

Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang 

membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan 

itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil 

pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan 

atau ketidakcocokan, dan sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasan 

dapat bersifat:
32

 

a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas 

dan atas legitimasi. 

b. Yuridis (hukum), bila tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan 

atau legalitas. 

c. Ekonomis, bila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi. 

d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi tujuan adalah mengetahui 

keadaan moralitas. 

 

Fungsi terpenting pengawasan adalah untuk menjamin kesatuan 

pemerintahan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

                                                      
30

 S. P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 107.  
31

 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1983), hlm. 19. 
32

 S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 84. 



18 

 

pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui atau menilai suatu 

pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan atau diperintahkan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan 

mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:  

a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan alat perekam. 

b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik 

wawancara (interview), yaitu mengajukan pertanyaan yang terarah secara 

langsung kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua atau wakil ketua 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kepala Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

c. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pewancara 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih 

dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun berdasarkan atas 

masalah dalam penelitian ini. 

d. Selain itu juga menggunakan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh 

dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet 
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dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian, dalam 

hal ini Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah terhadap 

Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

e. Penelitian lapangan, metode ini digunakan penyusun untuk 

mengumpulkan data dengan turun langsung kepada pihak yang 

bersangkutan yaitu ketua atau wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu 

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

3. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan 

dengan wawancara, dalam hal ini ketua atau wakil ketua Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2011. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-

bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 
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c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pemilu 

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimtahan 

Daerah 

f) Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas  

Pemilihan Umum 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: 

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang terdiri dari: 

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Bahasa Indonesia. 
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4. Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu di 

Kantor Panitia Pengawas Pemlihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

Narasumber adalah orang memberi informasi yang penyusun 

inginkan.
33

 Adapun yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah Ketua 

atau Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. 

5. Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian menggunakan analisis kualitatif. Yaitu metode analisis data yang 

mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.
34

 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Yaitu analisis yang 

dilakukan dengan cara merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis 

sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang 

diteliti serta memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang 

dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus 

sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu 

keadaan yang diteliti. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

                                                      
33

http://kursus1205.blogspot.com/2012/11/langkah-jitu-mempercepat-koneksi.html, Akses 

pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 29 Mei 2013. 
34

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 32. 

http://kursus1205.blogspot.com/2012/11/langkah-jitu-mempercepat-koneksi.html
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Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penyusun dalam 

penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub 

bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika 

pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi 

penjelasan mengenai tinjauan umum tentang negara hukum, demokrasi, HAM, 

Pemilu, Pemilu Kepala Daerah, tentang Pengawasan, dan Panitia Pengawasan 

Pemilu. 

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada deskripsi lokasi 

penelitian yang meliputi letak geografis, susunan keanggotaan, rekruitmen 

anggota, peran dan fungsi Panwaslu. 

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan 

analisis data. Dimana dalam bab ini memuat mengenai Peran Panitia Pengawas 

Pemilihan Daerah terhadap Perlindungan Hak-hak Politik Warga Negara dalam 

Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yang meliputi 

tugas dan wewenang Panwaslu dan faktor pendukung, faktor penghambat 

analisis tentang  hasil penelitian ini. 

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan 

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penyusun uraikan, 

berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2011 belum sesuai dengan ketentuan Pasal 78 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum dalam hal pengawasan pemutakhiran data pemilih warga. 

Sedangkan peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam 

melindungi hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo 

belum maksimal, tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya 

menerima laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT. Dalam 

menerima dan menindaklanjuti laporan dari semua kalangan yang 

berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan 

pemilihan umum dapat tidak ditindaklanjuti dengan cepat atau belum 

maksimal. Dikarenakan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dibentuk 

sangat terlambat, yakni setelah proses penentuan DPS dan DPT 

dilaksanakan, sehingga Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak dapat 

melakukan pengawasan terkait proses DPS menjadi DPT. 
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2. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam 

melindungi hak-hak politik warga tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

a. Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo 

dalam menjalankan perannya, yaitu faktor sumber daya manusia, 

faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu dan faktor anggaran. 

1) Faktor Sumber Daya Manusia 

Faktor penghambat kinerja Panwaslu yang berhubungan 

dengan masalah Sumber Daya Manusia adalah keanggotaan 

Panwaslu sebagai diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007, bahwa jumlah anggota Panwaslu sebanyak 

3 (tiga) orang. Serta lambatnya Panwaslu dalam menindaklanjuti 

temuan yang ada.  

2) Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu 

Panwaslu sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007, haruslah terbentuk 1 (satu) bulan sebelum 

memasuki tahapan Pemilukada. Hal tersebut dikarenakan sifat dari 

Panwaslu baik Provinsi maupun Kabupaten adalah Ad hoc 

(sementara). Panwaslu Kulon Progo sendiri dibentuk sangat 

terlambat dan tahapan dalam menentukan DPT tidak dapat diawasi 

oleh Panwaslu. 

3) Faktor Anggaran 

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu selain dari pada 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal 
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menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan 

suatu anggaran. Yang mana saat itu Panwaslu Kulon Progo hanya 

dialokasikan kurang lebih 400 juta, itu digunakan sampai Panitia 

Pengawas Lapangan (PPL). 

b. Sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya 

motivasi dari Panwaslu untuk melindungi hak-hak politik warga harus 

dikedepankan dengan menerimanya laporan terhadap DPT. Serta 

adanya faktor pribadi yang muncul dalam setiap anggota Panwaslu 

dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk 

menciptakan Pemilu yang demokratis. Selain itu juga adanya 

koordinasi yang baik dengan KPU selaku penyelenggara, meminta 

masyarakat utnuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran 

terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta Panwaslu sendiri 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

memilih. Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak politik 

warga sesuai dengan salah satu tugas Panwaslu yaitu menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu, termasuk hak-hak politik warga negara. Serta selalu 

koordinasi dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat 

untuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran terhadap 

hak-hak politik masyarakat. 
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B. Saran 

1. Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal 

pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan 

haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu 

dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Panwaslu Kabupaten 

Kulon Progo dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan 

tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan 

dari Pengawas Pemilu sendiri. 

2. Diharapkan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam pemutakhiran data 

pemilih guna melindungi hak-hak poltik warga lebih ditingkatkan dengan 

terjun langsung ke masyarakat, tidak hanya melakukan sample saja. 

Karena untuk mencapai Pemilu yang demokratis tentu saja tidak 

mengabaikan hak-hak politik warga sebagai pemilih dan pembentukan 

Panwaslu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari agar dapat mempersiapkan 

semua hal dengan matang. 

3. Jumlah personil Panwaslu diperbanyak mengingat pengawasan yang 

cukup luas serta jumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu cukup banyak 

yang harus dilalui Panwaslu. 
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PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pengaturan tentang demokrasi dan hak asasi manusia di 

Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi dari hak politik warga negara Indonesia? 

3. Bagaimana pengaturan tentang Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2011? 

4. Bagaimana fungsi dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala 

Daerah di Kabupaten Kulon Progo? 

5. Apa saja yang menjadi tugas dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu 

Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo? 

6. Bagaimana kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilu 

Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo? 

7. Bagaimana caranya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo 

memberikan perlindungan hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten 

Kulon Progo? 

8. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Panitia Pengawas Pemilu Kulon 

Progo dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga 

masyarakat? 

9. Apa yang menjadi penghambat bagi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten 

Kulon Progo dalam memberikan perlindungan hak-hak politik warga 

masyarakat? 
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10. Upaya-upaya apakah yang akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten Kulon Progo apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 

politik warga masyarakat? 

11. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu 

untuk mengatasi terjadinya hambatan dalam memberikan perlindungan 

hak-hak politik warga masyarakat? 
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